BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR: 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

1.

KABUPATEN EMPAT LAWANG 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

a. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan hasil
pengendalian dan evaluasi yang menunjukan adanya proses
perumusan dan substansi dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun
2013-2018 yang belum sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan rencana pembangunan daerah yang berlaku
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 15
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun

2013-2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4677);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor S5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);
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9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007
Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012
Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 15
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014
Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2013-2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang
2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014 Nomor 15),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
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2.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2008-2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD adalah
perwujudan kehendak rakyat yang ditetapkan sebagai Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang untuk
Periode 18 (delapan belas) tahun terhitung sejak Tahun 2008 sampai
dengan 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
S (Lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Bupati terpilih setiap lima tahunan yang merupakan penjabaran dan
tahapan RPJPD.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode perencanaan.

8. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

13. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat 3
(tiga), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Penetapan perubahan RPJMD ini dimaksudkan sebagai dokumen
perencanaan dalam penyusunan perubahan renstra perangkat daerah,
rencana kerja pembangunan daerah, rencana kerja perangkat daerah, dan

perencanaan penganggaran.
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(2) Penetapan RPJMD tersebut selanjutnya mempunyai tujuan untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu
antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kota serta dengan
kabupaten/kota yang berbatasan.

(3) Setiap perangkat daerah berkewajiban untuk menyesuaikan Rencana
Strategis (Renstra) berdasarkan perubahan RPJMD dengan menyesuaikan
tujuan, indikator tujuan, sasaran, sasaran perangkat daerah, program
RPJMD, program perangkat daerah dan Kegiatan yang sesuai dengan

SIMDA.

. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2013-2018 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dokumen RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013-2018 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun sebagai berikut:

BAB I :  Pendahuluan

BAB II :  Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III :  Gambaran Keuangan Daerah

BAB IV :  Permasalahan dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah

BAB V :  Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

BAB VI :  Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII :  Kerangka Pendanaan, Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah

BAB VIII :  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Darah

BAB IX :  Penutup
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Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat

Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 11 April 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI,
SUMATERA SELATAN : (2/EL/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TRI_KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007
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